
i

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORF^IO
NOMOR 11S TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA DAERAH KABUPATEN

PURWOR&IO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

t

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Repubik Indonesia Tahun 1945;
2. pasat 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun L945;
3. Undang-undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang

Pembenttrlran Daeratr-daeratr Kabupaten Dalam

Ling}mngan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 195O);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang
Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2ol4 Nomor 244, Tambahart
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2O2O Nomor 245, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peratrrran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2oL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
nepuutit Indonesia Tatrun 2ot9 Nomor 42, Tambahart
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembenhrkan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (kmbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2O17
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Punrrorejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo (lembaran Daerah Kabupaten
Pururorejo Tahun 2017 Nomor 1)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13
Tahun 2O2O tentatgAnggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggara,n 2O2L
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O2O
Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15
Tahun 2O2O Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O2O
Nomor 15);

9. Peraturan Daererh Kabupatcn Purworejo Nomor 12
Tahun 2O2L tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah l(abupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2021 (kmbaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2021 Nomor 15 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA
DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO TAHUN ANGGARAN
202t.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah'

3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
Urusan Pemerintahan4. Pemerintahan Daerah adalah

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralrryat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan PrinsiP otonomi

seluas-luasnYa dalam sistem dan pnnsrp Negara Kesatuan RePublik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

yangPemerin tahan Daerah yang memimpin Urusan
menJ adi kewenangan

-iil e/+4"y
6. Bupati adalah Bupati

daerah otonom.
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7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur
Daerah.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusErn
pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah.

dan Belanja

Pemerintahan

10.

11.

t2.

13.

t4.

17.

rencana keuangan
dengan Peraturan Daerah.

Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan
berkenaan.

bersih dalam periode tahun anggaran

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.
Belanja operasi adalah
hari Pemerintah Daerah

pengeluaran €urggaran untuk kegiatan sehari-
yang memberi manfaat jangka pendek.

anggaran untuk aset

Daera-h yang selanjutnya disingkat
tahunan Daerah yang ditetapkan

modal adalah
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari f (satu)
periode akuntansi.

15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak

16.

selama satu periode anggaran.
2l.Tahun Anggiran 2O2l--adeJah masa 1 (satu) tahlrn terhiturr-g--mulai

tansgal I J-anuari 2021 sampai dengan tanegal 3l Desember 2021.

Pasal 2

18.
daerah.

19. Delisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belar{a
daerah.

2O. Sisa Lebih tnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih anggaran

Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

Anggaran 2O21 semula sebesar Rp2.272.552-293.L68, OO bertambah

sebesar Rp42.838.2 1 f '023,83 sehingga menjadi Rp2.3 15'390

dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan daerah

a. Semula RP2.227.598.250.685,0O

.5O4.191,83

b.
Jumlah
setelah Rp2. L66.927 .7 19.O9 4,OO

1

J I

perubahan
daerah
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2. Belanja Daerah
a. Semula
b. Bertambah

Rp224O.552.293. 168,00

Jumlah belanja daerah
setelah perubahan

Delisit setelah perubahan

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula RP 44.954.042'483,00
2. Bertambah Rp103.508.742.614.83

Jumlah penerimaan PembiaYaan
setelah perubahan
b. Pengeluaran pembiaYaan

Semula Rp 32.0OO.OOO.OOO,OO

Jumlah pengeluaran PembiaYaan
setelah perubahan

Jumlah pembiayaan neto
setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan

Rp2.29 6.267 .7 54.O 4 1,83

Rp 129.340.034.947,83

Rp L48.462.7a5.O97,83

Rp 19.122.750.150,00

Rp L29.34O.O34.947,83

1

2

Rp o oo

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam la.mPiran Yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri
atas:
a. rl

Diklasifikasi
Penjabaran
Menurut

Perubahan

Alamat

Alamat

APBD Yang
Jenis, Objek,
Belanja, dan

b. Iampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Iampiran VI

g. Lampiran VII

Pembiayaan;
Daftar Nama Penerima,
Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima,

dan Rincian Objek
Pembiayaan;

Perubahan APBD Menurtrt Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan' Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Belanja, dan

Penerima, dan

Penerima, dan
Besaran
Daftar
Besaran

Bantuan Sosial;
Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Keuangan bersifat umum dan

bersifat khusus;
oJt"t 1"t"" Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran belanja bagi hasil;
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Daerah, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, KelomPok, Jenis, Objek, dan
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

0

Rincian Objek
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h. Lampiran VIII :

Lampiran IXI

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan; dan
Sinkronisasi Kebiiakan Pemerintah Kabupaten pada
Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara.

j. Lampiran X

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan keda perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal2.{ SepteDber 2021

/ supetl PURwoRE"roJ
C,

Qous BASTIAN
Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 2u[ Septeoter 2021

SEKRETARIS DAERAH Kll:rPArEN PURWoRE'o,

o_),
{ sero RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE'O
TAHUN 2021 NOMOR118 SERI   NOMOR 5
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